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ABSTRAK

Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia dalam rangka melakukan penilaian kerugian
keuangan negara, ternyata memiliki konflik norma dengan kewenangan yang
dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Maka permasalahan yang diteliti
adalah kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan mengenai
lembaga negara manakah yang berwenang menilai kerugian keuangan negara
dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan kajian penelitian normatif, maka dapat
disimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang
dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang memiliki wewenang berdasarkan kewenangan atribusi.
Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan lembaga
yang dibentuk berdasarkan perintah Keputusan Presiden, yang memiliki
wewenang berdasarkan kewenangan delegasi. Saran yang dapat diambil adalah
diperlukan sebuah undang-undang baru mengenai pembubaran Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sehingga lebih menguatkan kedudukan
Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan saran untuk menyelesaikan konflik
kewenangan terkait penilaian kerugian keuangan negara adalah diperlukan
pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung terkait dasar
wewenang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat
terhadap dasar wewenang Badan Pemeriksa Keuangan.

Kata kunci: menilai, kerugian keuangan negara, konflik kewenangan, kedudukan,
lembaga negara.
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ABSTRACT

Authority of the Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan in the
constitutional system of the Republic of Indonesia in order to assess the state of
financial losses, it has a conflict with the norms of authority possessed by the
Badan Pemeriksa Keuangan. Then the problem studied is the status of the Badan
Pemeriksa Keuangan and Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan in the
constitutional system of the Republic of Indonesia and the competent state
institutions which assessing the financial losses of the state in corruption. Based
on the study of using the normative research, it can be concluded that the Badan
Pemeriksa Keuangan is an institution established by the command of the
Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, which has the authority under
the authority of attribution. While the Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan is an institution established by Presidential Decree command,
which has the authority under the authority delegation. The suggestions that can
be taken is required a new law concerning the dissolution of the Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, thus further strengthen the position of
the Badan Pemeriksa Keuangan. While suggestions to resolve conflicts related to
the authority of the state financial loss assessment testing is required legislation
by the Supreme Court on the basis of the authority of the Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan and the Inspectorate agency (Superintendent) on the
basis of the authority of the Badan Pemeriksa Keuangan.

Keywords: rate, state financial lost, conflicts of authority, position, state agencies.
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